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ABSTRAK 

Fadli Muhammad. NIM 20070027. Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar 

Kabupaten Mandailing Natal). Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh adanya larangan adat terhadap perkawinan semarga dalam 

masyarakat Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal. Dalam adat 

Mandailing, perkawinan semarga dianggap bertentangan dengan sistem 

kekerabatan karena orang yang memiliki marga yang sama dipandang sebagai 

satu kelompok kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan 

masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap perkawinan semarga dan mengetahui 

tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat perkawinan semarga. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan 

masyarakat terhadap perkawinan semarga terbagi menjadi dua. Sebagian 

masyarakat tetap berpegang pada adat Mandailing dan menganggap perkawinan 

semarga tidak sesuai dengan adat karena dapat mengganggu hubungan 

kekerabatan dan pertuturan. Sementara sebagian lainnya lebih mengutamakan 

hukum Islam dan berpendapat bahwa kesamaan marga tidak secara otomatis 

menjadi larangan perkawinan selama tidak terdapat hubungan mahram serta rukun 

dan syarat perkawinan terpenuhi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, kesamaan 

marga bukan merupakan sebab yang mengharamkan perkawinan. Larangan 

perkawinan dalam Islam didasarkan pada hubungan mahram. Adat tetap dapat 

dihormati sebagai norma sosial selama tidak bertentangan dengan syariat. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Semarga, Adat Mandailing, Kelurahan 

Kota Siantar. 

  



 

 

ABSTRACT 

Fadli Muhammad. NIM 20070027. A Review of Islamic Law on the Customary 

Prohibition of Same-Clan Marriage (A Case Study in Kota Siantar Village, 

Mandailing Natal Regency). Islamic Family Law Study Program, State Islamic 

College of Mandailing Natal, 2026. This research was motivated by the 

customary prohibition of same-clan marriage among the people of Kota Siantar 

Village, Mandailing Natal Regency. In Mandailing customary law, marriage 

between individuals from the same clan is considered contrary to the kinship 

system because people with the same clan are regarded as belonging to the same 

kinship group. This study aims to determine the community's views on same-clan 

marriage in Kota Siantar Village and to examine the customary prohibition from 

the perspective of Islamic law. This research employed a qualitative approach 

using field research. Data were collected through observation, in-depth 

interviews, and documentation. The informants consisted of customary leaders, 

community leaders, religious leaders, village officials, and members of the local 

community. The data were analyzed descriptively. The results showed that the 

community's views on same-clan marriage can be divided into two perspectives. 

Some community members continue to adhere to Mandailing customs and 

consider same-clan marriage inappropriate because it may disrupt kinship 

relations and traditional forms of address. Others place greater emphasis on 

Islamic law and argue that having the same clan does not automatically prohibit 

marriage as long as there is no mahram relationship and all pillars and 

requirements of marriage are fulfilled. From the perspective of Islamic law, 

sharing the same clan is not a basis for prohibiting marriage. Islamic marriage 

prohibitions are based on mahram relationships. Customary rules may still be 

respected as social norms as long as they do not contradict Islamic law. 

Keywords: Islamic Law, Same-Clan Marriage, Mandailing Custom, Kota Siantar 

Village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Hukum Islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah 

disyari’atkan oleh Allah Swt bagi kaum muslimin yang telah memenuhi 

syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang tidak hanya 

disyari’atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu cara yang dipilih allah Swt, sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut 

selektivitas. Artinya, bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan 

pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, 

dan dengan siapa terlarang untuk menikah (Abu Bakar, 2018).  

Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak 

melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di 

nikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah 

mahram (orang yang dinikahi) (Abidin, 1999). Perkawinan merupakan jalan 

terhormat yang disediakan Allah Swt bagi manusia untuk memenuhi 

hasratnya sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Perkawinan bukan 

hanya hubungan antara kedua belah pihak melainkan menyangkut hubungan 

keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan. 

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada 

Allah Swt, mengikuti Sunnah Rasulullah. Dalam Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk 

keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak-anak (Wahyuni, 2018). Pernikahan merupakan 

sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 
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manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih 

oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya.  

Perkawinan merupakan anjuran bagi umat muslimin dalam pengertian 

populernya pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan dan saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum 

agama . Hal ini dijelaskan dalam firman Allah suroh Ar-Rum ayat 21 

ْ ةًْْوَمِن  وَدَّ ْمَّ م 
ُ
نَك ْبَي 

َ
ْوَجَعَل هَا ي 

َ
ْاِل ٖٓا نُو 

ُ
ك تَس  ِ

 
ْل وَاجًا ز 

َ
ْا م 

ُ
ن فُسِك

َ
ْا ن  ْم ِ م 

ُ
ك
َ
ْل قَ

َ
ْخَل ن 

َ
ْا ٖٓ يٰتِه 

ٰ
ا

ْذْٰ ْفِي  مَةًْۗاِنَّ رَح  نَْوَّ رُو 
َّ
تَفَك مٍْيَّ قَو  ِ

 
يٰتٍْل

ٰ
ا
َ
٢١ْْلِكَْل

Artinya:  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 

Ar-Rum: 21 (Achnad Sunarto, 2024) 

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis yang 

sama adalah salah satu tanda kebesaran Allah Swt. Tujuannya agar keduanya 

hidup tenang, saling menyayangi, dan terjalin ikatan kasih saying serta 

kelembutan diantara keduanya. Hal ini menjadi bukti bagi orang yang mau 

merenungkan keagungan-Nya. 

Ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah nikmat dan rahmat 

Allah Swt, bukan sekedar tradisi, ia menjadi wadah menciptakan kedamaian, 

melestarikan keturunan, serta mengingatkan manusia selalu bersyukur dan 

dan merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari.  

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama 

Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh 

dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang 

mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan 

masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun 

menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua 
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anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum 

Adat.  

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama 

Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh 

dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang 

mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan 

masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun 

menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua 

anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum 

Adat (Afyabr 2021).  

Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 

Termasuk adat pernikahan di Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing 

Natal. Dari sekian banyak desa di Kabupaten Mandailing Natal, ada satu desa 

yang menarik perhatian saya, yaitu Kelurahan Kota Siantar. Desa ini berada 

di bawah naungan Kabupaten Mandailing Natal. Di Kelurahan Kotasiantar 

tersebut sangat mengecam bagi pelaku pernikahan yang semarga. Marga 

merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan 

adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah 

sebagai landasan pokok dalam masyarakat Mandailing, mengenai seluruh 

jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan 

lainz-lain. 

Masyarakat Kelurahan Kota Siantar melarang perkawinan semarga 

misalnya saja marga Nasution kemarga Nasution, dan marga yang lainnya 

yang dianggap serumpun karena dianggap sebagai perkawinan saudara 

menurut Ican Nasution(2025). Kajian yang terkait sudah dilakukan 

diantaranya oleh Samin Batubara, yang memberikan penjelasan Larangan 

perkawinan semarga dalam perspektif adat Mandailing di Desa Muara. 

Adapun beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, 

dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan terjadinya 

perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara dan 

untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak (iboto niba), mendidik 
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rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap 

keluarga dan keturunannya. Namun demikian, pada prakteknya sekarang, 

aturan adat ini mengalami pergeseran (Aminuddin, 2018)  

Penelitian menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam 

masyarakat,  hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan 

sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu 

mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan 

kelompok marga sendiri dilarang keras karena merupakan perkawinan 

sedarah/incest, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam 

masyarakat Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal karena 

beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian 

perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua 

marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari 

pelaku perkawinan semarga tersebut.  

Dalam hukum adat Mandailing juga dikenal adanya larangan 

perkawinan, yaitu larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga 

(namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak 

sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan 

lubis ataupun dengan marga yang lain dengan marga yang sama dengan nya ). 

Dalam sistem perkawinan masyarakat Mandailing yang menganut patrilineal 

atau menarik garis keturunan ayah yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak 

atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang 

menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka 

nama-nama marga atau clan nama-nama suku Mandailing memakai marga 

berasal dari nama marga bapaknya (orang tua laki-laki). Bagi wanita suku 

Mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orang tua laki) 

dan tidak memakai marga (Fauyiani, 2019). 

Masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

Mandailing khususnya Kelurahan Kota Siantar dalam perkawinan. Namun, 

kenyataanya pada masyarakat Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap 
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peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Mandailing 

misalnya, bahwasannya adat larangan perkawinan semarga dalam adat 

Mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem 

perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Mandailing. 

Kelurahan Kota Siantar adalah Daerah yang masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam. Dan memiliki suku budaya yang berbeda-beda, suku yang 

ada di Kelurahan Kota Siantar Ialah suku Jawa, Mandailing, dan Melayu. 

Kelurahan tersebut memiliki masyarakat yang damai dan tentram dan rukun 

terhadap sesama tetangga, dan menjunjung nilai-nilai sosial dan Adat budaya 

di masyarakat. Pada umumya masyarakat Mandailing di Kelurahan Kelurahan 

Kota Siantar mayoritas beragama Islam, Masyarakat yang ada di Kelurahan 

Kota Siantar sangat menghargai budaya satu sama lain, dimana suku Jawa 

menghargai suku Mandailing begitupun sebaliknya. Akan tetapi di Kelurahan 

Kota Siantar terdapat beberapa kasus perkawinan semarga yang seorang 

wanita dan seorang pria melaksanakan praktik perkawinan semarga. 

Meskipun perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam 

(Masdar, 2025). 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan 

Kotasiantar hingga hari ini hampir 15 % masyarakat Kelurahan Kotasiantar 

melakukan perkawinan semarga. Menurut bapak Ja’far, salah satu tokoh ada 

di Kelurahan Kotasiantar, budaya sanksi terhadap perkawinan semarga sudah 

banyak dihilangkan dan tidak lagi diperdulikan,  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masyarakat Mandailing 

masih mempertahankan budaya adat larangan perkawinan semarga dan pihak 

lain sudah tidak dapat melestarikannya. Konteks tersebutlah membuat 

penelitian ini menarik untuk di teliti serta mengungkapkan mengapa 

perkawinan semarga itu dilarang, dan penyusun tertarik mengkaji lebih 

mendalam persoalan tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi 

Kasus Kelurahan Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing 

Natal)” 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian data-data di dalam latar 

belakang, dan temuan penelitian terdahulu terkait kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi tantangan pendidikan multikultural, maka fokus rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan perkawinan semarga bagi masyarakat di 

Kelurahan Kota Siantar? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Adat perkawinan 

semarga di Kelurahan Kota Siantar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perkawinan semarga bagi 

masyarakat di Kelurahan Kota Siantar 

2. Untuk mengetahui apa tinjauan hukum islam terhadap Larangan adat 

perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan 

Semarga. 

b. Menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap      

toleransi, keterbukaan, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai 

latar belakang dalam konteks masyarakat.  

2. Bagi Masyarakat Kelurahan Kota Siantar 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

Kelurahan Kota Siantar tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Adat Perkawinan Semarga  



7 
 

 

b. Memberikan masukan tentang pentingnya memperkenalkan isu-isu 

lebih mendalam pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat 

Perkawinan Semarga  

3. Bagi Institusi STAIN Mandailing Natal 

a. Penelitian ini dapat membantu pihak kampus dalam merancang 

kebijakan dan program pengembangan yang lebih mendukung 

kesiapan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat 

Perkawinan Semarga. 

b. Sebagai dasar untuk meningkatkan fasilitas dan layanan yang 

mendukung pembelajaran berbasis terhadap Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga .  

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini dapat memberikan konstitusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Adat Perkawinan Semarga. 

b. Sebagai referensi lebih lanjut bagi penelitian Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga . 

 

E. Penjelasan Istilah  

Untuk memudahkan pemahaman dan memberi arah yang jelas serta 

terukur, maka calon peneliti telah menyusun penjelasan terhadap beberapa 

istilah penting terkait penelitian ini, sehingga tidak menyebabkan terjadinya 

kesalahan di dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan hukum Islam adalah suatu pendekatan atau cara pandang 

terhadap suatu masalah atau fenomena berdasarkan prinsip-prinsip dan 

aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Tinjauan ini melibatkan 

analisis terhadap suatu hal dengan menggunakan sumber hukum Islam, 

yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah (hadits), serta pemahaman dari ulama, 

untuk menentukan hukum atau ketentuannya dalam Islam 
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2. Pernikahan Semarga Pernikahan semarga adalah pernikahan antara laki-

laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama dalam masyarakat 

Mandailing, khususnya Mandailing. Dalam adat Mandailing, perkawinan 

semarga dianggap tabu atau dilarang karena mereka yang semarga 

dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah, seperti 

saudara.  

3. Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan perkawinan, pernikahan 

semarga (antara dua orang yang memiliki marga yang sama) umumnya 

diperbolehkan selama tidak termasuk dalam kategori mahram (orang yang 

haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau 

pernikahan). Hukum Islam tidak melarang pernikahan semata-mata karena 

kesamaan marga, karena marga bukanlah dasar yang disebutkan dalam Al-

Qur'an atau Hadis sebagai alasan untuk melarang pernikahan.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu terkait 

kesiapan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dalam menghadapi 

tantangan Pernikahan Semarga di Mandailing Natal, maka sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bagian atau bab, yaitu 

sebagai berikut: 

Bagian pertama, pada bagian atau bab ini akan difokuskan untuk 

pembahasan terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari beberapa pokok 

bahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bagian kedua, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk 

pembahasan terkait kajian teori yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, 

yaitu: Kajian Teori dan hasil penelitian yang relevan.  

Bagian ketiga, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk 

pembahasan terkait metode penelitian yang terdiri dari beberapa pokok 

bahasan, yaitu: Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data 
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Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik 

Analisis Data.  

Bagian keempat, pada bagian atau bab ini akan difokuskan untuk 

pembahasan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 

beberapa pokok bahasan, yaitu: Deskripsi Data (temuan umum penelitian dan 

temuan khusus penelitian) serta pembahasan hasil penelitian.  

Bagian kelima, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk 

pembahasan terkait penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

G. Penelitian Terdahulu  

Untuk meencapai hasil karya peeneelitian ilmiah, diasumsikan bahwa 

untuk meenghindari duplikasi infoermasi dan peembahasan peeneelitian yang 

digunakan dalam peenyusunan karya, peenulis meelakukan studi peendahuluan, di 

mana peeneelitian yang meemuat teeoeri-teeoeri yang seesuai deengan peermasalahan 

peeneelitian dan juga hasil peeneelitian seebeelumnya. Peenulis meeneemukan beebeerapa 

hasil peeneelitian teerdahulu 

1. Muhammad Sapii Harahap. Kajian Hukum Islam Terhadap 

Pernikahan Semarga Dalam Suku Mandailing Toba. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian hokum islam terhadap 

pernikahan semarga dalam suku Mandailing toba. Penelitian ini 

dilaksanakan meliputi wawancara dan kajian pustaka di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersadarkan hasil 

pengamatan dan wawancara maka di dapat hasil bahwa ada faktor-faktor 

penyebab dilarangnya perkawinan semarga yaitu racunnya hubungan 

istilah kekekrabatan dikhawatirkan rusak hubungan silaturahmi yang 

menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan nama 

dunsanak dan mana yang tidak mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap 

adat pendahulu serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk 

terhadap keluarga dan keturunannya sedangkan dalam kajian hukum islam 

larangan perkawinan semarga tidaklah sesuai dengan aturan dalam hukum 

islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang 
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haram untuk dinikahi menurut AL-Quran dan hadis. Dengan demikian 

dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (Mubah). 

2. Naila Apriani, (2022). Larangan Perkawinan Semarga Dalam 

Masyarakat Mandailing Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap 

Pelanggar. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat, pola pikir 

masyarakat terhadap nilai-nilai budaya tradisi yang semakin menurun 

mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, 

salah satunya diantaranya adalah penyimpangan yang dilakukan 

masyarakat Mandailing Angkola mengenai pernikahan semarga. Tujuan 

dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

perkawinan semarga dalam Mandailing Angkola, 2) Untuk mengetahui 

dampak dari pernikahan semarga dalam Mandailing Angkola, 3) Untuk 

mengetahui kehidupan masyarakat Adat Mandailing Angkola yang 

melakukan perkawinan semarga. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Perkawinan semarga ini 

dapat terjadi karena, cinta dan kematian, menyembunyikan marga, lokasi 

atau lingkungan faktor dan faktor agama. Sanksi adat yang diterapkan 

terhadap pelanggar bervariasi, mulai dari denda berupa penyembelihan 

hewan, penggantian marga, hingga pengucilan dari upacara adat. Adapun 

kehidupan pelaku perkawinan dari semarga, awalnya mereka menerima 

cibiran, yang lama kelamaan akan hilang dan kehidupan mereka akan 

normal dan tidak ada diskriminasi yang akan diterima. 

3. Elly Pandiagan,  (2023), Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga 

Menurut Adat Mandailing Toba Perkawinan satu marga antara laki-laki 

dan wanita Mandailing Toba dari dulu sampai sekarang masih tidak 

diperbolehkan, hal ini sangat tepat mengingat adanya Dalihan Natolus 

sebagai patokan, selain itu sejak pertama kali laki-laki dan si wanita 

bertemu masing-masing tanya jawab tentang marga, sehingga 

menghindari jangan sampai terjadi hubungan yang berkesinambungan 

yang dilarang Adat. Bahwa jika terjadi perkawinan satu marga si lakilaki 

dengan wanita, maka diberikan sanksi/hukuman adat, Sanksi/hukuman 
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adat tersebut berbentuk: antara lain (a) Disirang Mangolu (diceraaikan 

hidup) tidak diijinkan perkawinan tersebut oleh keluarga, (b) Diasingkan, 

bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga diusir dari 

kediamannya, akan tetapi dengan perkembangan zaman Sanksi tersebut 

telah mengalami juga perubahab Sanksi yang diberikan adalah di 

keluarkan dari Adat, sehingga Sanksi/hukuman tersebut masih relevan 

dilakukan kepada yang melanggar larangan perkawinan satu marga 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini 

berupaya melihat entitas apa adanya sesuai settingnya namun kemudian 

berupaya melakukan interpretasi atau membuatnya bisa dipahami secara lebih 

baik. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tidak mengolah data 

parametric. Jika pun ada data numeric, data tersebut hanya bersifat statistic, 

demografis, maupun survey sederhana. Akan tetapi penelitian ini. akan 

mengandalkan kedalaman data yang ditempuh melalui prosedur kualitatif, 

terutama melalui teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 


